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Menimbang a. bahwa dslem rargke pemerat .an pendidikan diperlukan adanya
partisipasi masyara-kat delam menyelenggarakan pendidikan;

b. bahwa berdasarkal hasil verifikasi Tim Teknis dart Pertimbangan
Teknis Dinas Pendidikan Aceh, l,ayak diberikan Izin Operasional
Satuan Pendidikan SMK Negeri I Lhoksukon dqlam batas ketentuan
hukua dan perundarqg-undatlgax y.ang bertrak.u;

c. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan dengaa Keputusan Kepala Dinas
Penanamal Modal dan Pe.layarun Terpadu Satu Pintu Aceh.

l. Undalg-Undang Nomor 24 T.ahun 1956 tentang Pembentu-kan
Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pem'bentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undarg Nomor 20 Tahun 20O3 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3. Undang-lJndang Noaor 14 Talmn 2OO5 tentang Guru dal Dosen;
4. Undang-Undalg Nomor 11 Tahun 2OO6 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahal

Daerah scbagaimana tclah <liuba}l beberapa kali teral<hir dengan
Undalg-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2OO0 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam pgl6i6ikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standa-r
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 t€ntang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8 tentang Guru;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revifatisasi

Sekolah Menengah Kejuruan;
1O. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2OO9

tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan
Pendidikan;

ll. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaal Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2O13 tentang Penyelenggaraan pendidikan
Layanan Khusus;
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12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016

tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar

dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubalan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraal Pendidikan;

15. Qanun Aceh Nomor t3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh;

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Ke{a
Dinas Penanaman Modal dan Pel,ayanan Terpa.du Satu Pintu Aceh;

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2Ol7 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal.dan Petrayanal Terpadu Satu Pintu Aceh.

a. Surat permohonan Kepala SMK Negeri I Lhoksukon Nomor
4221187 12022 tanggal 25 Juni 2022 periheJ Pengusulan Izin
Operasional Sekolah;

b. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten
Aceh Utara Nomor 421.5/K.l1485/2O22 tanggal 13 Juli 2022
perihal Rekomendasi P€ngusulan Izin Operasional Sekolah;

c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.51C(1325812022
tanggal 29 Agustus 2022 perthal Pertimbangan Teknis Perpanjangan
Lzin Operasional, Perrambahan dan/atau Perubahan
Program/ Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/ Kota se Aceh.
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: Memberikan IdE Olrcrarloanf A.tu.! Peadldllaa untuk
meleLs,anakan proses belajar mengajar kepa.da :

Narna Sekola.tr : SMK Negeri I Lhoksukon
Alamat $strsleh : Jl. Banda Aceh - Medan KM. 307 Desa

Alue Buket Kecnmatan Lhoksukon
Ifubupet€n Aceh Utara Provinei Ac€h

Pemilik Satuan Pendidikan : Pemerintah Aceh
NPSN : 101O1355

: Pemberian Izin sebagei'nana dimaksud pa.da Diktum kesatu keputusan
ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
standar pelayanan;

: Pemegalg Izin berkewajiban :

a. Meftyampa,ikan }aporan perkemban6afl S,ekolah Mener4ah K{uman
(SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,
petraksanaan kurikul'rn, pelaksranaarl pemenuhan standar sarana
prasarana dan pelaksanaan pemenuhal standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/ atau,

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepa.da Badan
Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi
tanggung jawab pihak SMK Negeri 1 Lhoksukon sebagai Penyelenggara
Perdidikan bersangkutan berdasarkax arggar.ax y.arrg relev.an;

: Apabila pemegang Izin tidak melaksanalan kewajiban setrqgainane
dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini dan Peraturan
Perundang-undangal yang berlaku, maka Izin Operasional Satuan
Pendidikan ior dicabut

: Keputusan ini berlaku sel,ama 5 (lims) f2[s1 sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan ll Januari 2028, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan del2m penetapan ini akan diperbaiki kembali
s€baga im6q6 mestinYa.

Dit€tapkan di
Pada Tanggal

: Banda Aceh
: 1l Januari 2023
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Salinan Keputusan fil disamFaika'l kepada Yth:
1. Direktur Jenderal Peodidikan Vokasi Kenenterian Pendidikan, Kebudayaan, Ris€t dan Teknologi;
2. Gubemur Aceh (sebagai laporan);
3. Ketua DPR Aceh;
4. Bupati Aceh Utara;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tranmigrasi dan Tenaga Keda Kabupaten Ac€h Utara;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupatcn Ac€h Utara;
9. Pertinggal.
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